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ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING
DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009
(Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)

OLEH

SUGIHARTONO
NPM 08 840 0247
HUKUM KEPIDANAAN |

Makna dari judul skripsi penulis adalah tentang tinjauan hukum terbadap tindak

_pidana illegal fishing yang merupakan tindak pidana pencurian ikan mengakibatkan

kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengadakan penelitian pada
Pengadilan Negeri Medan. ;

Permasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi penyebab terjadinya
tindak pidana pencurian ikan secara ilegal dan bagaimana penegakan hukum pidana
dalam hubungannya dengan penanggulangan pencurian ikan secara ilegal.

Penangkapan ikan berlebih dan cara-cara yang merusak lingkungan laut
merupakan ancaman dunia perikanan saat ini. Salah satu cara penangkapan ikan yang
dapat merusak ekosistem di laut dengan cara menggunakan jaring trawl, bahan peledak
dan racun. Belakangan ini, kasus penggunaan alat-alat yang merusak di perairan
Indonesia pun semakin marak, baik oleh kapal milik Indonesia sendiri maupun kapal
milik asing. Penegakan hukum yang tegas dari pemerintah Indonesia menjadi salah satu
masalah serius yang harus diperhatikan.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan
spesifikasi bersifat deslariptif analitis. Péengumpulan data untuk menyusun tugas akhir ini
dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaturan
tentang pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman kerusakan, pemanfaatan sumber
daya alam, pembangunan perikanan berkelanjutan, dan organisasi regional mengenai
perikanan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982,
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Undang-undang Nomor 45 Tahun
2009 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Hasil penelitian dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang prakeik penangkapan ikan yang berbahaya serta melanggar aturan. Juga
bagaimana kendala penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak
berkelanjutan di batas perairan Indonesia dengan mengacu pada peraturan yang tertulis
baik dalam hukum interasional dan nasional mengenai masalah tersebut, sehingga hasil
penelitian dari tugas akhir ini juga dapat menjadi bahan perbaikan untuk para penegak
hukum terkait.
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BABI

PENDAHULUAN

fllegal fishing telah memimbulkan dampak multidimensi yang berhubungan
dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan
konsekuensi logis dan fungsi laut sebagai sebuah ekosistem yang di dalamnya
mengandung tiga fungst dasar yaitu: hasil (produksi), ingkungan serta sosial.

Sektor kelautan dan penkapan merupakan salah satu  penyokong
perckonomian Indonesia yang memiliki peranan sangat penting sebagai sumber
devisa negara. Hal ini disebabkan kurang lebih 7,8 juta km?2 luas wilayah Indonesia,
5,8 juta km?2 merupakan wilayab jaut yang terdin dan 2.9 juia km? laut nusantara, 0,3
juta km?2 laut teritorial dan 2,6 juta km? merupakan daerah laut kawasan Zona
Ekonomi Ekslusif (ZEE). Wilayah lagt Indonesia sendin berbatasan dengan 10
negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau,
Papua New Guinea, Austrahia, dan Timor Leste. |

Wilayah perairan Indonesia terutama daerah perbatasan perlu dikelola dengan
baik untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di sekitamya sehingga
dapat digunakan untuk kesejahicraan rakyat. Banyak masalah yang dihadapi
pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah peratran negara, salah satunya adalah

llegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) atau biasa Kita kenai
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dengan illegal fishing/penangkapan ikan secara ilegal.'

Praktik ilegal dapat berjalan hingga tanpa hambatan karema adanya mafia
hukum. Dalam berbagai kasus modus operandi mafia hukum sudah dimulai sejak
sebelum adanya perkara konkrit dimana para pihak yang berperkara membutuhkan
“bantuan™ dari aparat penegak hukwm ataz hakim untuk memenangkan perkaranya.
Hal yang umum dilakukan adalah pihak-pihak yang terhibat aktif di dalam prakuk
mafia hukum, misalnya calo perkara atan advokat, jauh-javh hari sudah membangun
hubungan baik dengan aparat penegak hukum, panitera dan hakim sehingga mercka
akan mewakili pihak yang memiliki permasalahan hukum, mereka sudah memiliki
orang-orang di setiap instansi penegak hukum dan pengadilan tersebut yang siap
membantu.

Karena praktik flegal Fishing, Indonesia dirugikan hingga 50 Tril);uu Rupiah
setiap tammnya dan lamt yang luasnya mencapai 5.877.879 kilometer persegi.
Perairan kita penuh dengan ikan. Saking penchnya dengan ikan, ribvan kapal Hllegal
Fishing bebas berlalu lalang tanpa halangan patroli berartt untuk mengeruk ikan-ikan
terbaik di dunia yang ada di perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memperkirakan illegal fishing
merugikan negara hingga Rp 30 trilyum (sekitar 3,11 milyar dolar) per tahun. Tapi

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Penkanan atau KIARA percaya angka yang

! Boy Yendra Tamin, “Aspek Hulum dau Penerapan Sanksi Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang,
http:/fboyyendratamin. blogspot cot/201 1/04/aspek-tmbaon-dan-pener apan-sardsi. im. Diakses
tanggal 17 September 2013.

% Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia Hukum: Modus Operandi, Akar Permasalahan
dan Strategi Penanggulangan, September 2010, halaman 9-10.
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